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NOMOR 43 TAHON 2008 

TENTANG. 

ORGANISASI DANTATAKERJA UNITPELAKSANA 
TEKN1S PADADINAS KEHUTANAN 

PROVINSlJAWA l'lNGAH'. - . 

DENGANRA.llMATTUBANYANGMAffAESA 

•GUBERNURJAWATENGAH, 

Menimbang : a. bahwadalam rangka untuk melabmalcan sebagian 
. fog8$Jeknis operasional dan/ata1.1 kegiatan teknis 
· • pe11unjarigpada Dinas-KehutananProvinsi Jawa 

-'Tengah,. perlu dibentuk Unit .Pelaksana Teknis 
Dinas· . . ' 
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.�;filtJIISI 
.: · · 6:Talruii2()()8 �ilUUl ', ''().rgapt$asiJiaxi,1'@.tl(�· 

.. ere�,� 
Mengingat I· : ,' 

( 

Un�g-U,_n�a11g Nom,of J.O T�UJ?. I 95Q't�µtaj:i�: 

2. &�i1JifiJ�;�:JJ 
· · Pembentukan Peraturan:<eerundang-undarigajj;, 

.-·,· ,. (Lem,ooranNegaiaRet,u1:>likindohes@J:ahtiµ� 
· · · Noinof-5:f Tainbahan Leihhm1mNegaici Rep�6� 

� ... ·' ., . ", ' ·,. .. �·.'.�· .., .. :... ·.;' .. .: . .- . . .. .. . ... :'i:: ::'(\{,· 

... ·· Indo�s1aNomor4389k·'' ·. · '. - · .· :· ,,_._ :/z 
.. 3� ·un.dang���4ang Nomorj2 Jahun2004�te,n��� 

· '. Pemerintdiaiitlaerah(LeinbaranNegaraR#� 
• . . . ' . . . . .. :··� :···�- .... "> 

Indonesia !{ahun 2004. Nomor 125� TambabJg1� 

LembaranNegaraRepub�IndonesjaNo�<>r4'f�'Z,>,1 
. sebagaimana telah beberapa kali diubah t��J 

dengan Undang-Undang Nomor 12 TahUIJ.2008� 
. tentangPe�bahan KeduaAtas Undang-Und� 

.... :.-- - f 

Nomor 3.2· Tahun 2004 tentang Pemerjptah,an; 
Daerah (Lembaran NegaraRepublik Irido11es.i,-.i 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemb� 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); .-: .. -: 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten�j; 
.. PerimbanganKeuanganAntara Pemerintali:�t 
· Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Neg� 

· RepublikIndonesia .Tahun 2004 Nomor 12:6";,, 
TambahanLembaran NegaraRepublik·Indones�al 
Nomor 4438); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran 
Negarakepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah NomorAl Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara.Republiklndonesia Tahun2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor.4741 ); · 

8. Peraturan Presiden Nomor lTahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan 
PeraturanPerundang-Undangan; · 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

.· Menjadi Kewenangan · Pemerintahan · Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

.Jawa Tengah.Tahun 2008 Nomor4 S�riENomoi" 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); . 

1 O'. Pera�'oierah P�oyiru;{ Jawa Tengah Nomor6 
Tahun 2008 tentang Organisasi danTataKerjaDinas · 
Daerah Provinsi JawaTengah (Lembaran Daerah 



Menetapkah 

. . · MEMUTUSKAN: 
: PERATURAN .GUBERNUR' TENTANG> 

· · oRGAN1sAs.1 ;o·AN.rI-1-r�J{ERJA.uN1i\ 
PELAKSANA . TEKNIS>·PADA ',DINASi", 
KEHUTANANPROVINSlJAWA TENGAH:\ .: . . ,.. ,· •· ·, .,· .. - 

8. KepalaBalai adalah KepalaBalai di lingkungan Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa 'Iengah 

9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut 
dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang 
diselenggarakan secara terpadu. 

10. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan. 

11. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan 
Kayu (HHI() dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain 
tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan Negara. 

12. Hasil Rutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati 
maupun hewani beserta produk tunman dan budidayanya kecuali 
yang berasal dari hutan. 

13. Pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan 
dan mengusahakan basil hutan dengan tidakmerusak lingkungan 
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

14. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati, baik yang 
hidup di daratrnaupun di air. 

15. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah 
kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/ 
atau satwa yang alami atau buatan,jenis asli dan atau bukan asli, 
yang dimanfuatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan 
rekreasi. 

16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menuniukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil 
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian clan atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

Provjnsi JawaTertgahTahbq2Q08N(}tnOr6 $_erlfrJ.• 
NomorJ2); . · > · . ·. · ·. ·· ' · 

11.. PeiaturanMentetiDalaJn Negepllepul:,u¥I�1�>9e@f; 
· .Nomor 57 Tahun 2008. ten.tang Pc:ttinjukTekrii$\: 

· ." Penataan OrganisasiPermigkatDaerah; . - .·· 

BABI 
KETENTUANJJMUM · 

Pasal.l 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksuddengan: 

1. Daerah adalahProvinsi Jawa Tengah. 
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

3. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah, 

4. Dinas adalahDinas KehutananProvinsiJawa Tengah. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawil'. 
Tengah. 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnyadisebut UPT adalah unser 
pelaksana tugas teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa: 
Tengah. 

7. Ba1ai adalah Balai di lingkunganDinasKehutanan Provinsi Jawa 
'Iengah, 
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BABII. 

PEMBENTUKAN 

Pasal2 

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT, yang terdiri dari: 
a. Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan, yangterdiri dari: 

· 1. Balai Pengendali PemanfaatanHasilHutan Wtlayah_l; 

2.° BalaiPengendaliPemanfaatanHasilHutan Wtlayahll; · 

3. Balai Pengendali PemanfaatanHasil Hutan Wtlayah Ilt;: · . __ • 
4. Balai Pengendali PemanfaatanHasil Hutan Wtlayah N; · - ·_ 

b. Balai PenelitihanTumbuhan Dan Pengelolaan Taman Hutan 
Raya.· 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat(l) merupakan UPT pada'.::­ 
Dinas. 

BAB ill 
BALAI PENGENDALI PEMANFAATAN HASILHUTAN · 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pa.sal'3 

Balai PengendaliPemanfaatan Hasil Hutan merupakan UPT pada Dinas · .. 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. · · 

Pasal4 

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok •-· _ 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 
teknis pemmjang Dinas di bidang pengendalian pemanfaatanhasil hutan. ·- 
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Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan menyelenggarakan 
� 

a. penyusunanrencana teknis operasional pengendalian pemanfaatan 
basil hutan; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengendalian 
pemanfaatm basil hutan; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan 
basil hutao; 

d. pengelolaan ketatausahaan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

Bagian Kedua · 

Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan 
terdiri dari: 
a. Kepala Balai; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan; 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. 



Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepadaKepala Balai yang bersangkutan. · · 

KelompokJabatanFungsional sebagaimana dimaksudpada_ayat: 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai yang 
bersangkutan. 

( 5) Bagan organisasi, daftar wilayah, tempat kedudukan dan wilayah 
. kerja Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana . 
tercantum dalamLampiran I danLampiranll, merupakanbagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini .. 

Bagian Ketiga 

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi 

��.�r��l ,.; 
Kepala JJalai 

Pasal,7 
. .t � : . . '· 

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas poko� 
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 clan Pasal.S. .: . 

Paragraf2 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal8 

Subbagian Tata Usahamempunyai tugas melakukan penyediaan bahan 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tanggadan 
perlengkapan. 
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Paragraf4 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional 
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 
dikoordinasikan olehKepala Subbagian Tara Usaha. 

Pasal 11 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlahjabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud p�da ayat ( 1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban kerja. 
Jenis danjenjangjabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 
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(3) 

(4) 

Paragraf3 

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Basil Hutan 

Pasal9 

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian 
pemanfaatan basil hutan. 



BABIV 

BALAI PENELITIAN TUMBUHAN DAN PENGELOLAAN . 

TAMAN HUTAN RAYA 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 12 

Balai Penelitian Tumbuhan Dan Pengelolaan Taman Hutan Raya 
merupakan UPT padaDinas yang dipimpin oleh seorang KepalaBalai. 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala -, 
Dinas. 

Pasal 13 

Balai Penelitian Tumbuhan Dan Pengelolaan Taman HutanRaya 
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di.bidang 
penelitian tumbuhan dan pengelolaan taman hutanraya 

· Pasal 14 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, Balai Penelitian Tumbuhan Dan Pengelolaan Taman Hutan · 
Raya menyelenggarakan fungsi: · ·· 

a. penyusunan rencana teknis operasional penelitian tumbuhan dan 
pengelolaan taman hutan raya; 

b. pelaksanaankebijakan teknis operasional penelitian tumbuhan 
dan pengelolaan taman hutan raya; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian tumbuhan' 
dan pengelolaan taman hutan raya; 
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d. ' pengelolaan ketatausahaan; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 15 

(1) Susunan Organisasi Balai Penelitian TumbuhanDan Pengelolaan 
Taman Hutan Raya terdiri dari: 

a. KepalaBalai; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Penelitian Tumbuhan; 
d. Seksi Pengeloiaan Taman Hutan Raya; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) S��ba�ian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
di pun pm oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. 

( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertanggungj awab kepada Kepala Balai. 

(5) Bagan Organisasi Balai Penelitian Tumbuhan Dan Pengelolaan 
Taman Hutan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran ill, 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 
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Bagian Ketiga 

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi 
Paragrafl 

Kepala Balai 

Pasal 16 

Kepala Balai mempunyai tugas memimpinpelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. 

Paragraf2 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 17 

Subbagian Tata Usahamempunyai tugasmelakukanmenyediakan baban · 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan. 

Paragraf3 

Seksi Penelitian Tumbuhan 

Pasal 18 

Seksi Penelitian Tumbuban mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan dan pelaksanaan kegiatan penelitian tumbuhan. . 

Par�graf4 

Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya 

Pasal 19 

Seksi Pengelolaan Taman Rutan Raya mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan taman hutan 
raya. 
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Paragraf5 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal20 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompokjabatan fungsional 
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 21 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlahjabatan 
.fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis danjenjangjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )·diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang . 
berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal22 

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan 
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
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Pasal23 
Dalam melaksanakan tugasnya KepalaBalai, Kepala Subbagian, Kepala 
Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai 
dengan tugasnya 

Pasal24 

Kepala Balai, Kepala Subbagian clan Kepala Seksi wajib mengawasi 
bawahannya danapabila terjadi penyimpangan agarmengambil langkah­ 
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal25 
Setiap KepalaBalai, Kepala Subbagian dan KepalaSeksibertanggung 
jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya 

Pasal26 

(1) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada. 
atasan masing-rnasing sertamenyampaikan laporan berkala tepat 
pada waktunya. 

(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
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(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala 
Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut clan 
dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

• 

BAB VI 

ESELONISASI 

Pasal27 

( 1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon ma 

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan 
struktural eselon IVa 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal28 
Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional 
diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur sesuai dengan peraturan • 
perundang-undanganyang berlaku. 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 29 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 
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Pasal 30 

�eraturan Gubemur ini berlaku pada tanggal diundangkan -. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 20 Juni 2008 

GUBERNURJAWATENGAH, 

ttd 

ALIMUFIZ 

LAMPIRANI 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 43 TAHUN 2008 
TANGGAL 20 JUNI 2008 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI PENGENDALI PEMANFAATAN HASIL HUTAN 

KEPALA BALAI 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 20 Juni 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR43 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

- 

SEKSI 
PENGENDALIAN, 

PEMANFAATAN HASIL 
HUTAN 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 
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GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

ALI MUFIZ 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 43 TAHUN 2008 
TANGGAL 20 JUN! 2008 

DAFTAR WILAYAH, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA 
BALA! PENGENDAU PEMANFAATAN HASIL HUTAN 

LAMPIRANIII 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 43 TAHUN 2008 
TANGGAL 20 JUNI 2008 

WILAYAH TEMPAT WILAYAH KERJA NO KEDUDUKAN 

1 Wilayah I Kata Semarang - Kabupaten Rembang; 
•· - Kabupaten Patl; 

- Kabupaten Blora; 
- Kabupaten Kudus; 
- Kabupaten Jepara; 
- Kabupaten Demak; 
- Kabupaten Grobogan; 
- Kota Semarana. 
- Kabupaten Sragen; 

2 Khusus II Kota Surakarta - Kabupaten Wonoglri; 
- Kabupaten Karanganyar; 
- Kabupaten Sukoharjo; 
- Kabupaten Klaten; 
- Kota Surakarta; 
- Kabupaten Boyolali; 
- Kota Salatiga; 
- Kabuoaten Semarang. 
- Kabupaten Brebes; 

3 Wilayah m KotaTegal - Kabupaten Tegal; 
- Kota Tegal; 
- Kabupaten Pekalongan; 
- Kota Pekalongan; 
- Kabupaten Batang; 
- Kabupaten Pemalang; 
- Kabuoaten Kendal· 
- Kabupaten Cllacap; 

4 Wilayah IV Kota Magelang - Kabupaten Banyumas; 
- Kabupaten Purbalingga; 
- Kabupaten Banjamegara; 
- Kabupaten Kebumen; 
- Kabupaten Purworejo; 
- Kabupaten Wonosobo; 
- Kabupaten Temanggung; 
- Kabupaten Magelang; 
- Kota Maaelang. 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

AU MUFIZ 
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KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

�- I 
SEKSI 

PENELITIAN TUMBUHAN 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

I 
SEKSI 

PENGELOLAAN TAMAN 
HUTAN RAYA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 
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KEPALA BALAI 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI PENELITIAN TUMBUHAN DAN PENGELOLAAN 

TAMAN HUTAN RAYA 


